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diperoleh karenanya batal demi hukum. 
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Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 
salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang 
telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas 
Ridha-Nya dan do’a yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui 
proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah 
pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan 
penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, 
penulis memilih judul “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam 
Perspektif Hukum Islam”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi 
dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah 
ini. Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah 
banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 
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Nama Penyusun : Rustam 
NIM   : 1020010707 
Judul Skripsi         :”Pemanfaatan Barang Gadai oleh   Pemegang Gadai 
dalam Perspektif Hukum Islam” 
 
Skripsi ini merupakan skripsi penelitian pustaka yang membahas masalah 
pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam 
dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai, 
pandangan para ulama, dan implikasi ekonomis pemanfaatan barang gadai. Gadai 
memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam 
karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. 
Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh 
para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan 
barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam. Untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan tersebut, penulis melakukan library research yakni 
dengan mengambil data-data dari literatur yang ada kemudian mengelolanya 
melalui metode deduksi, induksi, dan komparasi. 
Gadai-menggadai dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang pernah 
dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. bahwasannya Rasulullah pernah 
menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya 
gandum untuk keluarga Beliau. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur’an, hadist dan 
‘Ijma’. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ada ulama yang membolehkan 
gadai itu dimanfaatkan dan ada pula sebagaian ulama yang mengharamkan. Akan 
tetapi pada dasarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme 
pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat 
nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak 
negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa yang berhak memanfaatkan barang 
gadai adalah rahin dan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali atas 
seizin rahin karena rahin adalah pemilik sah dari marhun. Marhun bukanlah akad 






A. Latar Belakang 
 Dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. 
Kesulitan yang dihadapi itu bermacam-macam, sehingga orang sangat 
membutuhkan bantuan satu sama lain. Diantara berbagai macam kesulitan itu 
masalah yang rumit dihadapi seseorang adalah ketika ia tidak memiliki uang. 
Uang adalah hal pokok yang dibutuhkan manusia karena untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, apalagi sekarang kebutuhan hidup serba mahal. 
 Untuk menutupi atau mengatasi masalah itu orang terpaksa meminjam 
uang kepada pihak lain atau kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. 
Ketika orang itu meminjam kepada pegadaian maka pinjaman itu harus disertai 
jaminan. Akan tetapi sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau 
seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara 
menggadaikan barang adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah 
sangat menderita. Karena itu, banyak diantara masyarakat yang malu 
menggunakan fasilitas pegadaian lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank disana 
akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang 
relatif lebih lama dengan persyaratan yang lebih rumit.  
 Sebagai investasi bisnis lembaga keuangan seperti pegadaian tentu tidak 





lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan bunga.
1
 Bunga itu sangat 
membebankan masyarakat karena terkadang beban bunga yang harus nasabah 
bayarkan lebih besar dari pada keuntungan usahanya sendiri. Karena hal itu 
masyarakat ingin ada pendirian lembaga pegadaian syari’ah. Keinginan 
masyarakat terhadap berdirinya pegadaian syariah dalam bentuk perusahaan 
mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga pegadaian perusahaan 
yang benar-benar menerapkan syariat Islam. 
  Secara umum pengertian usaha gadai adalah  kegiatan menjaminkan 
barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang 
dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara 
nasabah dengan lembaga gadai.
2
 
 Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah 
ini tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah (2): 283 
ٌةَضوُبْقَمّ ٌناَهِرَف ًابِتاَك ْاوُدِجَت ْمَلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتنُك نِإَو… 
 
Terjemahnya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”...3 
 
                                                          
1
 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan 
institusionalisasi (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 76. 
 
2
 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya  (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 
Edisi enam, 2005),  h. 246. 
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 Sedangkan sistem gadai dalam hukum positif di Indonesia dalam 
pelaksanaannya penggadai diharuskan membayar uang tambahan atas barang 
gadaiannya. Hal ini dikarenakan untuk biaya administrasi dan juga untuk 
membayar uang atas sejumlah barang yang menjadi gadaiannya. Meskipun dalam 
prakteknya sistem pergadaian di Indonesia juga ada yang menerapkan dengan 
sistem syari’ah dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional. 
 Demikian pula dalam sistem pergadaian yang diadakan oleh Perum 
Pegadaian di Indonesia selayaknya dalam praktek gadai harus mengikuti cara-cara 
yang lebih syar`iyah. Terutama ketika barang gadaian belum dapat ditebus oleh 
penggadai (pemilik barang gadaian) yang digadaikan kepada Perum Pegadaian 
tidak serta merta melelang barang gadaian ketika penggadai belum dapat menebus 
barang gadaiannya. Karena hal ini akan menimbulkan kerugian yang banyak bagi 
pemberi gadai, dan akan menimbulkan keuntungan yang banyak bagi pemegang 
gadai. 
 Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan 
hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam 
bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai 
telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan 
tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum 
Islam. 
 Adapun alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi karena 
penulis ingin mengetahui kebenaran hukum-hukum yang berhubungan dengan 





B. Rumusan Masalah 
 Pokok permasalahan dalam penulisan skipsi ini yaitu: Bagaimana 
Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum 
Islam?. 
Dengan merujuk kepada pokok permasalahan maka penulis membagi 
dalam 3 sub pembahasan: 
1. Bagaimana pemanfaatan gadai dalam sistem hukum Islam? 
2. Bagaimana pandangan para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh 
pemegang gadai? 




 Berdasarkan dari rumusan dan batasan masalah di atas, maka penulis 
merumuskan hipotesis yang dibahas sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam ada pada pemberi gadai (ar-
rahn), hal ini berorientasi pada akad, yaitu bertujuan untuk meminta 
kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, 
kemudian batas pemanfaatan barang jaminan gadai (ar-rahn) tersebut dalam 
hukum Islam adalah absolut, kecuali hal tertentu seperti menjual atas 





2. Pandangan para ulama tentang barang gadai yang dimanfaatkan yaitu pada 
umumnya ulama membolehkan untuk dimanfaatkan barang gadai sesuai 
dengan ketentuan yang ada. 
3. Gadai syari’ah masih berada jauh dari jangkauan masyarakat untuk dapat 
mengerti dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-sehari. 
Bahkan lebih jauh dari sistem ekonomi konvensional yang sangat 
berkembang pesat. Tetapi setidaknya ada usaha-usaha untuk menjalankan 
gadai syari’ah  tersebut sebagai alternatif keluar dari masalah-masalah yang 
dialami masyarakat. 
 
D. Pengertian Judul 
 Judul skripsi ini adalah “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang 
Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam” untuk memahami secara komprensif, utuh 
dan bermakna, maka perlu dijelaskan pengertian judul tersebut secara baik tak 
berlebihan kiranya apabila beberapa istilah pokok dalam judul skripsi ini 
dijelaskan satu persatu. 
1. Barang adalah sesuatu yang dijadikan jaminan dalam gadai. 
2. Gadai (ar-rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
4
 




                                                          
4
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Cet. I. Jakarta: Gema 
Insani, 2001), h. 128. 
 
5
 Erhans Anggawirya, Kamus Praktis Bahasa Indonesia ( Surabaya: Indah Surabaya, 





4. Perspektif adalah sudut pandang terhadap sesuatu yang menjadi objek, cara 
melukiskan sesuatu atau pandangan dari sudut tertentu yang menjadi ukuran. 
Perspektif yang dimaksud penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap 
praktek gadai secara umum.
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5. Ekonomi adalah asas-asas mengenai produksi distribusi konsumsi yang 
saling berkaitan. Maksud dari penulis adalah sistem yang bersumber dari 
agama Islam yang diimplementasikan dalam satu sistem ekonomi.
7
 
6. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, yang 




Secara operasional maksud dari judul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh 
Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”, adalah untuk mengetahui 
hukum barang gadai apabila dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai yang dilihat 
dari sudut pandang hukum Islam, sehingga tidak terjadi kontraversi dalam 
pelaksanaannya. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
 Boleh dikata sangat jarang literatur-literatur ekonomi umum maupun 
khusus ekonomi Islam yang membahas gadai (ar-rahn). Oleh karena itu, minimal 
                                                          
 
6
 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet. II. 
Jakarta: Gema Isani, 2005), h.117. 
 
7
 Ibid., h. 220. 
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mengungkapkan dan mengkaji bagaimana praktek gadai (ar-rahn) di Indonesia 
dan bagaimana konsepsi ekonomi Islam tentang gadai (ar-rahn). 
 Buku Bank dan Lembaga keuangan lainnya, ditulis Kasmir, SE., MM 
(2005) mengupas perkembangan gadai (ar-rahn) di Indonesia, mekanisme gadai 
(ar-rahn) dan mengkaji secara teknik-teknik pembiayaan gadai (ar-rahn) dalam 
ekonomi konvensional di Indonesia. 
 Buku, Bank Syari’ah “dari Teori ke Praktek” yang ditulis oleh 
Muhammad Syafi’i Antonio (2001) yang mengkaji gadai (ar-rahn) bardasarkan 
landasan syari’ah yang diterapkan dalam ekonomi Islam. 
Buku yang ditilis oleh Zainuddin Ali yang mengupas tentang hukum gadai 
syari’ah, pengertian gadai, dasar hukum, serta mekanisme dalam gadai syari’ah. 
 Buku, Fiqhi Muamalah karangan Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA dalam 
buku tersebut tantang gadai (rahn) dan hukum rahn dan dampaknya, perbedaan 
antara rahim dan murtahin serta berakhir rahn (waktu berakhirnya rahn). 
 Buku Bank dan Lembaga keuangan Syariah yang ditulis oleh Andri 
Soemitra, M.A. mengupas tentang sistem lembaga-lembaga keuangan dalam 
Islam termasuk gadai (ar-rahn) yang diterapkan dalam lembaga keuangan 
syari’ah yaitu bank syari’ah. 
 Buku Teori Ekonomi dalam Islam yang ditulis oleh Masyuri yang 
mengupas tentang teori ekonomi Islam, landasan filosofis, sistem moneter, fiscal, 





 Selain buku-buku di atas, penulis juga mengambil literatur-literatur lain 
yang berhubungan terhadap pokok-pokok pembahasan skripsi ini dan diharapkan 
mampu membantu keautentikan skripsi ini. 
 
F. Metode Penelitian 
 Dalam penyusunan dan penulisan naskah skripsi ini, digunakan beberapa    
metode penelitian sebagai berikut: 
1. Metode Pendekatan 
a. Pendekatan syari’i yaitu suatu pendekatan yang pada ketentuan-ketentuan 
hukum Islam terhadap pokok pembahasan ini. 
b. Pendekatan ekonomi yaitu suatu pendekatan dengan jalan memperhatikan 
gejala-gejala ekonomi ataupun sistem ekonomi. 
c. Pendekatan sosiologi yaitu suatu pendekatan dengan jalan memperhatikan 
dan mempelajari gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat guna mendukung keotentikan pembahasan ini. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan library research, yaitu 
mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 
akan dibahas dan yang akan dijadikan bahan acuan dalam penulisan ini. Dengan 
penelitian melalui kepustakaan, kitab-kitab yang berkaitan dengan perekonomian 
Islam, sumber-sumber penunjang yang lain diantaranya tafsir Al-Qur'an, buku-





dan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, 
dimana dalam kutipan ini dipergunakan dua macam kutipan yakni: 
a. Kutipan langsung, yaitu kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai 
literatur-literatur tanpa ada perubahan sedikitpun, baik dari segi redaksi 
maupun tidak mengurangi maknanya. 
b.  Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau alasan dari berbagai 
sumber bacaan, yang kemudian bahasa dan redaksi kalimatnya agak 
berbeda namun tidak mengurangi makna dari tulisan tersebut. 
3. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 
Dalam pengolahan data, penulis menggunakan tiga macam. Sebab data 
yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, karenanya untuk 
mencapai apa yang diinginkan, maka penulis mengolah data yang selanjutnya 
diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan 
dalam skripsi ini. Metode penulisan yang digunakan dalam pengolahan data 
tersebut sebagai berikut: 
a. Metode induktif, menganalisa data yang bertolak dari hal-hal yang bersifat 
khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang bersifat 
umum. 
b. Metode deduktif, yaitu penganalisaan data yang didasarkan dari hal-hal 
yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan bersifat khusus. 
c. Metode komparatif, yaitu setiap data yang bersifat khusus dan bersifat 







G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pemanfaatan barang gadai 
dalam sistem hukum Islam. 
b. Untuk mengetahui pandangan para ulama tentang pemanfaatan barang 
gadai oleh pemegang gadai. 
c. Untuk mengetahui implikasi ekonomisnya dari pemanfaatan barang gadai 
oleh pemegang gadai. 
2. Kegunaan 
a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri penulis, agama, 
bangsa dan Negara. 
b. Diharapkan dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah 
ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi. 
 
H. Garis Besar Isi Skripsi 
Secara sistematis, skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
Bab I adalah bab yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, 
rumusan dan batasan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, tujuan 
dan kegunaan penulisan serta garis-garis besar isi skripsi. 
Bab II adalah bab yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum 





jenis barang gadai, subjek dan objek  gadai, serta hak dan kewajiban penerima dan 
pemberi gadai. 
Bab III adalah bab yang menjelaskan tentang pandangan para ulama 
terhadap pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai serta landasan 
pemikiran mereka. 
Bab IV adalah bab yang membahas tentang implikasi ekonomisnya 
pemanfaatan barang gadai. 






KONSEP GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (Ar-rahn). 
1. Penegertian Gadai 
Transaksi hukum dalam fikih Islam disebut ar-rahn . Ar-rahn adalah suatu 
jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.
1
 Kalimat 
Rahn (gadaian) itu menurut lughat artinya “tetap”. Ada yang mengatakan 
“menahan”.2 Kalimat rahn juga terdapat di dalam firman Allah Q.S Al-Muddatsir 
(74): 38. 
         
Terjemahnya: 
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”3 
 
Dalam definisnya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang 
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 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 





Sedangkan menurut istilah syara‟: ialah menaruh barang (dijadikan) 
sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan 
menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.
5
 
Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai 
adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang 




Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan 
pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab 
pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada 
pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. 
Perdata), yang mana dirumuskan sebaga berikut: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang 
atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 
didahulakan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian 
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarka untuk 
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Raja  





menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus 
didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).
7
 
Selain pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan di atas, juga terdapat 




a. Ulama syafi‟iyah mendefinisikan sebagai berikut: 
Menjadikan suatu yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari 
harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. 
 
b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: 
Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari 
harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya. 
 
c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: 
Sesuatu yang bernilai karena (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya 
untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). 
 
d. Ahmad Azhar Basyir 
Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan 
utang, atau menjadikan sesuatu benda bernila menurut pandangan syara‟ 
sebagai tanggungan marhum bih, sehingga dengan adanya tanggungan itu 
seluruh atau sebagiaan utang dapat diterima. 
 
e. Muhammad Syafi‟i Antoni 
Gadai syariat (rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah 
(rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman (marhum 
bih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 
demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (murtahin) 
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 Zainuddin Ali, op.cit., h. 2-3. 
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 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek (Cet. I. Jakarta: 





Menurut  Imam Abu Zakariyah al-Anshari, rahn adalah menjadikan benda 
yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari 
harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu 
Bakar al-Husaini mendefinisikan rahn sebagai akad atau perjanjian hutang 
piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari 
hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang 
yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.
10
 
Menurut Ahmad Beraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata 
untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi 
menurutnya, uang hasil gadai syari‟ah ini tak boleh dipakai untuk investasi.11 
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum di 
atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai (rahn) adalah menahan barang 
jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, 
sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil 
kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang 
menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. 
Karena itu, tampak bahwa gadai syari‟ah merupakan perjanjian antara seseorang 
untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta 
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benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga 
pegadaiaan syari‟ah berdasarkan hukum gadai syari‟ah.12 
2. Dasar Hukum Gadai 
Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat Al-Qur‟an, hadist dan „Ijma‟ ulama. 
Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut : 
1) Al-Quran. 
Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah(2): 283 yang digunakan sebagai 
dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut: 
                          
                             
               
Terjemahnya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua‟malah tidak secara tunai)  sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.13 
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Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang 
melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, 
maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang 
memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang 
tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang 
hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat. 
Sekelompok fuqaha berpegang pada dhahir ayat tersebut, yakni mujahid, 
dan golongan dhahiriyah, bahwa gadai-mengadai tidak disyari‟atkan kecuali 
dalam perjalanan (safar). Tetapi jumhur fuqaha membolehkan gadai-mengadai 
baik dalam keada‟an safar maupun dalam keadaan mukim.14 
Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur‟an di 
atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila hendak 
melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan  orang 
lain, dengan cara membandingkan sebuah barang kepada orang yang melakukan 
perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah 
berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi 
terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip 
kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan 
persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga 
dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai (rahin). 
Dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (rahin) tidak akan menghindari 
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kemudaratan dari kewajibannya. Sebab, subtansi dalam peristiwa rahn adalah 




Selain ayat di atas, juga terdapat hadist yang menjadi dasar hukum yang 
kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut: 
a.   Hadist Aisyah r.a, yang disepakati oleh Imam Muslim, yang berbunyi:  
 یلا  يدىهي هم ام اعط یستشا ملسو هيلع للها یلص للها ل ىسز تل اق ةثو اع هع
 ديدح هم اعز د هىهزو لجأ
Artinya:  
“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang 
Yahudi dengan tempo dan tanggungannya menyerahkan baju besi.”16 (HR. 
Muslim). 
 
b. Hadist dari anas, yang berbunyi: 
 رخأ و ةىيدملات يد ىهي اعز د ملسو هيلع للها یلص لىسز ههز للها يضز سىع
هله أملاسيعش هىم 
Artinya:  
Anas r.a. berkata, “Rasulullah pernah mengadaikan baju besi kepada 
seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk 
keluarga Beliau”.17 (HR. Bukhari dan Ibnu Majah). 
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Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan 
antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang 
muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.
18
 
3) „Ijma‟ Ulama  
Jumhur ulama menyepakati kebolehan gadai. Hal dimaksud, berdasarkan 
pada kisah Nabi Muhammad saw. yang mengadaikan baju besinya untuk 
mendapatkan makanan dari seoarang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari 
contoh Nabi Muhammad saw. ketika beliau beralih dari yang biasanya 
bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu 
tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw.  yang tidak mau memberatkan 
para sahabat yang biasanya enggang mau mengambil ganti ataupun harga yang di 
berikan  oleh Nabi Muhammad saw.  kepada mereka.
19
 
B. Beberapa Ketentuan Hukum Rahn. 
Adapun beberapa ketentuan hukum rahn, yakni sebagai berikut: 
1. Barang yang digadai harus berada di bawah tangan (kekuasaa) murtahin 
(penerima gadaian) dan bukan ditangan rahin (orang yang menggadaikan). 
Jika rahin memintanya dari murtahin, maka hal itu tidak dibolehkan 
baginya. Sedangkan jika murtahin mengembalikannya atas kehendaknya 
sendiri, maka itu adalah haknya. 
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2. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan 
buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam 
keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya 
diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur 
penipuan terhadap murtahin, karena hutangnya masih tetap jadi 
tanggungan, meskipun tanaman buah-buahan yang digadaikan mengalami 
kerusakan. 
3. Jika waktu penggadaian telah habis, maka murtahin berhak menagih 
hutang kepada rahin. Jika rahin melunasinya, maka barang gadai harus di 
kembalikan kepadanya. Sedangkan jika rahin tidak mampu melunasinya, 
maka murtahin berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang rahin, 
maka murtahin harus mengembalikan lebihnya kepada rahin. Tetapi jika 
harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang rahin, maka 
kekurangannya merupakan tanggungan rahin. 
4. Barang gadai merupakan barang amanat yang berada di bawah kekuasaan 
murtahin, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau 
perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab 
apapun, dan hutang masih tetap tanggungan rahin. 
5. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain murtahin yang bisa 
dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang 
yang dapat dipercaya. 
6. Jika rahin mensyaratkan tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo 





(tidak sah). Begitu juga akad rahn dihukumi tidak sah jika murtahin 
mensyaratkan kepada rahin dengan mengatakan, “jika hutang telah jatuh 
dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian 
menjadi miliku”. 
7. Jika terjadi perselisihan pendapat antara rahin dan murtahin mengenai 
jumlah hutang, maka pendapat rahin dengan memintanya supaya jika 
bersumpah, kecuali jika murtahin dapat menunjukkan bukti. Sedang jika 
terjadi perselisihan pendapat antara rahin dan murtahin mengenai barang 
gadaian, dimana rahin mengatakan, “Aku gadaikan kepadamu seekor 
binatang betina dan anaknya.” Kemudian murtahin menyangkal, dan 
berkata, “Hanya binatang betina saja”. Dalam kasus ini pendapat yang 
harus diterima ialah pendapat murtahin dengan memintanya supaya 
bersumpah, kecuali jika rahin bisa membuktikan tuduhannya. 
8. Jika murtahin mengaku bahwa ia telah mengembalikan rahn (barang 
gadaian), akan tetapi rahin menyangkalnya, maka pendapat yang harus 
diterima ialah pendapatnya rahin dengan bersumpah, kecuali jika murtahin 
dapat menunjukan bukti yang menguatkan pengakuannya. 
9. Murtahin diperbolehkan menaiki rahn (barang gadaian) yang dapat dinaiki 
serta memerah rahn yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil (yakni 
harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkannya untuk 
memelihara rahn), dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan 
memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya. 






 اوىه سم ن اکاذا هتقفىت بسشي ز دلا هثل و اوىهسم  ن اک اذا هتقفىت ةکسي سهظلا
هتقفو بسسيو ةکسي ي رلا يلعو 
 
Artinya: 
“Punggung binatang dapat dinaiki dengan mengeluarkan biayanya, jika 
binatang itu binatang gadaian dan air susunya dapat diperah dengan 
mengeluarkan biayanya, jika binatang itu binatang gadaian. Bagi orang 
yang menaikinya dan memerah air susunya wajib mengeluarkan 
biayanya”.20 (HR. Al-Bukhari) 
 
10. Hasil dari rahn (barang gadian) itu seperti ijarah, dimana hasilnya, 
keturunan dan lain-lain adalah milik rahin. Sehingga ia harus 
menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya 
supaya rahn tetap terjaga keberadaannya, berdasarkan sabda Rasulullah 
saw. “Rahn (barang gadaian) itu milik orang yang menggadaikannya, 
baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya”. 
11. Jika murtahin mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadai 
tanpa meminta izin pada rahin, maka ia tadak boleh meminta ganti pada 
rahin. Tetapi jika alasan tidak meminta izin kepada rahin itu karena 
tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada rahin, 
karena jika seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela tidak 
sepantasnya meminta ganti rugi atas amal yang di kerjakannya. 
12. Jika rumah yang digadaikan itu ambruk, lalu murtahin memperbaikinya 
tanpa meminta izin dahulu kepada rahin, maka tidak menjadi masalah 
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baginya meminta ganti kepada rahin kecuali bahan-bahan bangunan, 
seperti: kayu atau batu yang susah dicopot, maka rahin harus 
menggantinya tanpa diminta oleh murtahin. 
13. Jika rahin meninggal atau bangkrut, maka murtahin lebih berhak atas 
barang gadaian dari pada sejumlah pemberi hutang lainya. Sehingga saat 
pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka murtahin berhak untuk 
menjualnya dan mengambil piutangnya, maka murtahin harus 
mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya.
21
 
C. Rukun dan Syarat Sah Gadai (Ar-rahn) 
1. Rukun Gadai  
Rukun-rukun gadai meliputi: 
a. „Aqid (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu: 
1) Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai). 
2) Murtahin, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai 
sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai). 
b. Ma‟qud „alaih (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal, yaitu: 
1) Marhun (barang yang digadaikan/barang gadai). 
2) Dain marhun bin (hutang yang karenanya diakadkan gadai). 
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Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun rahn. Menurut 
jumhur ulama, rukun rahn itu ada 4 (empat), yaitu:
 23
 
1) Shigat (Lafadz, ijab dan qabul). 
2) Orang yang beraqad (rahin dan murtahin). 
3) Harta yang dijadikan marhun. 
4) Utang (marhun bih).  
 
Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai rukun gadai di 
antaranya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. 
 Mazhab Hanafi (Al-Hanafiyah) 
Mereka berkata: Rahnun hanya mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan 
qabul. Kerena dia itulah hakekat dari pada akad. Sedang lainnya termasuk barang 
yang di luar hakekat akad, sebagaimana keteranagan terdahulu.
24
 
 Mazhab Maliki (Al-Malikiyyah) 
Mereka berkata: Syarat Rahnun itu terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 
a.   Bagian yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad, yakni 
rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima 
gadaian). 
b. Bagian yang berkaitan dengan marhun, yakni barang yang digadaikan. 
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c.   Bagian yang berkaitan dengan marhun bih, yakni hutang yang karenanya 
diadakan gadai. 
d. Bagian yang berkaitan dengan akad. 25 
2. Syarat Sah Gadai 
Disyaratkan untuk sahnya akad rahn ( gadai ) sebagai berikut: 
a. Berakal. 
b. Baliqh. 
c. Bahwa barang yang dijadikan barang (jaminan) itu ada pada saat akad 
sekalipun tidak satu jenis. 




Para ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat gadai ini, yaitu: 
 Mazhab Maliki 
Syarat gadai yang pertama: bahwa tiap-tiap orang yang akad jual belinya 
sah adalah sah pula gadainya. Tiap-tiap orang yang akad jual belinya tetap 
(mengikat), mengikat pula akad gadainya. Oleh sebab itu untuk sahnya gadai, 
disyaratkan rahin (orang yang menggadaikan ) sudah tamyiz. Karenanya tidak sah 
gadai dari orang gila atau anak kecil yang belum tamyiz. Adapun jika tergadainya 
anak kecil yang sudah tamyiz atau orang bodoh dan sesamanya maka akad gadai 
mereka adalah sah tetapi tidak tetap (mengikat) kecuali bila telah diijinkan 
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walinya. Bagian yang kedua, yaitu syarat yang berkaitan dengan marhun (barang 




Bagian ketiga, yaitu syarat gadai yang berkaitan dengan hutang yang 
karenanya diadakan gadai. Bagian yang keempat, yakni syarat sahnya akad gadai 
yang berkaitan dengan akad. Yaitu hendaknya dalam akad gadai tidak ditetapkan 
suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad gadai itu sendiri.
28
 
 Mazhab Hanafi 




1. Syarat terjadinya akad rahn, yakni marhun (barang gadai) yang berupa 
harta benda dan marhun bih (hutang) yang berupa sebab terjadinya 
gadai. 
2. Syarat sahnya akad rahn, yaitu : 
a. Hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal. 
b. Tidak disandarkan pada waktu tertentu. 
c. Marhun (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya. 
d. Marhun (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima oleh gadai 
setelah diterima olehnya. 
e. Marhun (barang gadai) bukanlah barang yang najis. 
f. Marhun (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil 
manfaatnya. 
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3. Syarat tetapnya akad rahn. Akad rahn telah tetap bilamana marhun 
(barang gadai) diterima oleh murtahin (penerima gadai) dengan 
terjadinya izab dan qabul. 
 
 Mazhab Maliki dan Imam Syafi’i 
Pendapat ulama mazhab Maliki dan Imam Syafi‟i yang hanya menekankan 
ketentuaan perihal barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai 
berdasarkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikut dari kedua 
mazhab dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau 
dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut 
mereka, barang- barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya 
(budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal 
diperjual belikan, maka halal pula digadaikan. Selain itu, perlu dikemukakan 
bahwa pendapat dari ulama Imam Syafi‟i menekankan bahwa barang gadai harus 
berbentuk barang yang berwujud. Jika tidak demikian, maka gadainya menjadi 
tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menempati 
rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah. Karena itu, pada 
umumnya, baik ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi‟i dan mazhab Hanbali, 
menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad 
gadai, sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan 
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D. Status dan Jenis Barang Gadai (Ar-rahn). 
1. Status Barang Gadai 
Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini 
statusnya tetap gadai karena: 
a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh 
yang menggadaikan (rahin). 
b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian (murtahin) 
sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti. 
c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaiakan bila 
waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaiannya. 
d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang 




Ulama fiqih menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila  
penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan 
penerima gadai (murtahin/kreditur), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh 
pemberi gadai (rahin/debitur). Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut al-qabdh 
al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah 
dikuasi oleh kreditur maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, 
status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-
piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang 
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penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk 
pembelian suatu barang dengan kredit.
32
 
Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal 
dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka 
dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukan bahwa status 
gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “Saya 
gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. 
Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi‟i dan 
Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.
33
 
Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh 
(sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, 
ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah 
dijanjikan). 
Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, 
maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya ghasab dan juga barang 
pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.
34
 
2. Jenis Barang Gadai 
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Jenis barang gadai adalah (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan 




Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang 
dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari‟ah, atau keberadaan barang 
tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek riba, gharar dan maysir. 
Barang-barang tersebut antara lain: 
a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, 
perak, platina dan sebagainya. 
b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, 
dan sebagainya. 
c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, vidio player, televisi, 
komputer dan sebagainya. 
d. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya. 
e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai. 36 
 
Menurut kesepakatan ulama fikih, menggadaiakan manfaat tidak sah, 
seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan 
dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang 
diikuti oleh Wahbah Zuhaily, yang mengakatakan manfaat tidak masuk dalam 














E. Subjek dan Objek Gadai. 
Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (pandgaver) dan 
penerima gadai (pandnemer). Rahin atau pemberi gadai adalah orang atau badan 
hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai 
kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak 
ketiga. Unsur-unsur pemeberi gadai, yaitu: 
1. Orang atau badan hukum; 
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak; 
3. Kepada penerima gadai; 
4. Adanya pinjaman uang. 38 
Penerima gadai (pandgever) adalah orang atau badan hukum yang 




Objek gadai adalah benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi 
gadai kepada penerima gadai dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban 
antara pihak yang saling berkaitan. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua 
macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak 
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berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk 
dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. 
Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas 
tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. 
F. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai (Ar-rahn). 




1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 
Hak Penerima Gadai 
a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 
memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda 
gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) 
dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 
b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai. 
c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak 
menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai 
(nasabah/rahin). 
 
Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus 
dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut: 
a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta 
benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang  gadai untuk kepentingan 
pribadinya. 
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c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai 
sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. 
 
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 
Hak Pemberi Gadai 
a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda yang 
digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya. 
b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau 
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh 
kelalaian penerima gadai. 
c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai 
sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 
d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bilah penerima 
gadai diketahui manyalahgunakan harta benda gadainya. 
 
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang 
harus dipenuhinya, yaitu: 
a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya 
dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya 
lainnya. 
b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, 
bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat 




PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI 
 
A. Ulama Hanafiyah 
Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun 
yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahin memberi 
izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun oleh rahin.
1
 
Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai 
(marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai 
(murtahin). Apabila barang gadai tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang gadai tersebut 
padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharannya. Hal ini dapat 




Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa pegadaian boleh memanfaatka 
barang gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan 
kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk penggadai untuk mengambil 
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manfaat barangnya. Dan itu bukan riba, karena memanfaatan barang gadai itu 
ditarik/diperoleh melalui izin, bukan ditarik oleh pinjaman.
3
 
Mahmud Syaltat dapat menyatujui pendapat ulama Hanafi tersebut di atas 
dengan catatan: izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar 




Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak 
diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang 
memanfaatkan harta benda gadai itu tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk 
qiradh yang mengambil manfaat adalah riba, kecuali barang yang digadaikan 
berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin 




Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan diatas, mempunyai dasar 
hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, 
Zainuddin Ali mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar 
hukum gadai yang dikemukakan oleh para ulama yaitu dari barang gadai 
(marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai 
(murtahin) sehingga barang gadai tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). Namun, rahin bila ingin memanfaatkan marhun berada pada 
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 Zainuddin Ali, loc.cit. 
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murtahin selama utang rahin belum dilunasi kepada murtahin. Pendapat 
Zainuddin Ali tersebut menjadi kenyataan hukum dalam peraktek pelaksanaan 
gadai pada umumnya di Sulawesi baik gadai kendaraan bermotor, rumah, empang, 
sawah, kebun, maupun yang lainnya.
6
 
Adapun pendapat zumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi‟iyah dan 
Hanabila mengenai pemanfaatan barang gadai terhadap barang yang tidak 
bergerak misalnya sawah, yakni bila ada seorang berhutang uang dengan 
menggadaikan sawahnya, maka sawah itu tidak boleh diambi manfaatnya. Tidak 
boleh ditanami dan tidak boleh dipetik hasilnya oleh pihak yang menerima gadai. 
Baik dari izin pemilik sawah atau pun tanpa seizinnya.
7
 
Sedangkan menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiah hukumnya 
boleh. Selama ada izin dari pemilik harta yang digadaikan itu. Dan kalau kita 
mengikuti pendapat ulama kalangan Hanafiah, maka sistem gadai sawah seperti 
ini hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum 
membatalkannya, atau menjadi batal saat pihak pemilik sawah tidak mengizinkan 
sawahnya digarap.
8
 Dengan demikian intinya adalah bahwa ada ulama yang 
membolehkan sawah itu untuk digarab pihak yang menggunakan, namun 
umumnya malah mengharamkannya. 
Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat 
dikalangan ulama mazhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas 
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merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (rahn) untuk dapat 
memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 
 
B. Ulama Syafi’iyah. 
Menurut ulama Syafi‟iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai 




Menurut ulama Syafi‟iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai 
jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan 
tetap ada pada rahin. Dengan demikian, manfaat atau hasil dari barang yang 
digadaikan adalah milik rahin. Pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang 
gadai tidak dibolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai.
10
 
Oleh karena itu, barang jaminan yang bergerak seperti emas, kendaraan 
dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan karena mengandung resiko rusak, 
hilang atau berkurang nilainya. 
Penggadai boleh mengambil manfaat barang gadai asal tidak mengurangi 
nilainya, seperti menempati rumah dan menaiki hewan tanpa seizin penerima 
gadai. 
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Apabila dalam akad, penerima gadai mensyaratkan agar manfaat barang 
gadai kembali kepadanya, maka akadnya fasid (rusak) atas orang yang 
menggadaikannya. Tetapi menurut suatu pendapat (qil) : bahwa yang rusak adalah 
syaratnya, sedang akadnya sah. Dalam keadaan bagaimana pun penerima gadai 
tidak boleh mengambil manfaatnya barang gadai, bila ia mensyaratkan dalam 
akadnya. Sebaliknya apabila sebelum akad orang yang menggadaikan sudah 
memperkenankan kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat barang gadai 
yang akan digadaikan, maka penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat 
barang gadai sesudah akad.
11
 
Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis berkesimpulan 
bahwa pada dasarnya para ulama membolehkan pemanfaatan barang gadai. 
Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan 
barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak 
masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad rahn, rahin tetap memiliki hak 
milik atas  marhun sedangkan murtahin memiliki hak menahan marhun sebagai 
jaminan pelunasan utang. 
 
C. Landasan Pemikiran Mereka. 
1. Landasan Pemikiran Ulama Hanafiyah. 
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Menurut ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan marhun 
yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila rahin memberi 
izin, maka murtahin sah mengambil manfaat dari marhun oleh rahin.
12
 
Adapun alasan ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mangambil manfaat 
dari marhun adalah sebagai berikut;
13
 
Pertama, Hadist Rasulullah Saw.: 
لاق ةريره يبأ نع حلاص یبأ نع :لاق ملسو هيلع للها لص للها لوسر نأ : نهرلا
 بوکرمو بولحم
“Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw.bersabda: 
Barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar 
menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”.14 (HR. Bukhari). 
 
 Nafkah marhun itu adalah kewajiban murtahin, karena marhun tersebut 
berada dikekuasaan murtahin. Oleh karena yang memberi nafkah adalah 
murtahin, maka para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak 
mengambil manfaat dari marhun tersebut adalah pihak murtahin.
15
 
Kedua, menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya marhun 
sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtahin, maka marhun dikuasai 
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 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah 







murtahin. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah berpendapat, yaitu; Apabila marhun 
dikuasai rahin, berarti keluar dari tangannya dan marhun menjadi tidak ada 
artinya. Sedangkan apabila marhun dibiarkan tidak dimanfaatkan murtahin, maka 
berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut 
memerlukan biaya untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat rahin harus 
datang kepada murtahin untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini 
akan mendatangkan madharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak rahin. 
Demikian pula, apabila setiap kali murtahin harus memelihara dan menyerahkan 
manfaat barang gadaian kepada rahin, ini pun sama madharat-nya, maka dengan 
demikian, murtahin yang berhak mengambil manfaat dari marhun tersebut, karena 
murtahin pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. 
Pendapat ulama Hanafiyah tersebut, menunjukkan bahwa yang berhak 
memanfaatkan marhun adalah pihak murtahin. Hal ini disebabkan karena marhun 
tersebut yang telah dipelihara pihak murtahin dan ada di bawah kekuasaannya.
16
 
Imam Abu Hanafi berpendapat manfaat marhun adalah hak murtahin. 
Pendapat ini didasarkan hadist Abu Hurairah yang mengatakan marhun dapat 
ditunggangi dan diperah susunya. Hadist tersebut diriwayatkan Daruquthny dan 
Hakim, serta mengaanggapnya shahih.
17
 
Dalam menafsirkan hadits tersebut, Imam Bukhari memahami bahwa yang 
berhak menunggangi dan memerah susu binatang itu adalah murtahin. Hal ini 
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ditunjang oleh alasan yang kedua (dengan akal), yaitu karena marhun berada 




Selanjutnya Rahmad Syafi‟i mengatakan bahwa hadist tersebut hanya 
dapat diterapkan bagi hewan yang ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan 
bagi yang lainnya tidak dapat di-qiyas-kan. Demikian juga dengan alasan kedua 
(dengan jalan akal) adalah menyalahi maksud dan tujuan gadai, yakni bahwa 
marhun itu sebagai kepercayaan bukan pemilikan, maka apabila membolehkan 
mengambil manfaat dari marhun tersebut kepada murtahin berarti membolehkan 
mengambil manfaat marhun kepada yang bukan pemiliknya. Sedangkan yang 
demikian itu, dilarang oleh syara‟.19 
Imam Abu Hanifah juga tidak menyebutkan tentang hadist yang dijadikan 
alasan Jumhur Ulama yang mengatakan segala risiko keuntungan dari marhun 
adalah rahin. Mungkin hadist yang dimaksud tidak sampai kepada Imam Abu 
Hanifah atau mungkin jaga sampai, namun perawi hadistnya kurang terpercaya, 
sehingga Hanifah yang menggunakannya sebagai dasar hukum atau hujjah.
20
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak dijumpai keterangan yang 
secara langsung mengenai menggadaikan tanah ataupun kebun, baik dalam Al-
Qur‟an maupun Al-Hadist, dan yang ada hanyalah mengenai masalah binatang. 
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Sedangkan gadai-menggadai tanah itu tidak dapat di-qiyasi-kan dengan binatang, 
karena binatang adalah hewan, dan termasuk benda bergerak, sedangkan tanah 
dan kebun termasuk kepada benda yang tidak bergerak. 
Jadi gadai syariah itu bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan 
jual-beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad 
utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan 
manfaat atas marhun berada pada pihak rahin. Pihak murtahin tidak boleh 
mengambil manfaat marhun kecuali apabila diizinkan pihak rahin. 
Adapun landasan ulama Hanafiyah yang beliau jadikan rujukan dalam 
menetapkan suatu hukum adalah: 
a) Al-kitab 
Al-kitab adalah sumber pokok ajaran islam yang memberi sinar 
pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum 
agama merujuk kepada Al-kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya. 
b) As-Sunnah 
As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan Al-kitab, merinci yang 
masih bersifat umum (global), siapa yang tidak mau berpegang kepada As-Sunnah 
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c) Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat) 
Para sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, 
karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasulullah 
sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagungan 
mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Oleh sebab itu pengetahuan hukum 
mereka dapat dikutip untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan 
sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk 
Ijmak dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. 
d) Al-Qiyas 
Abu-Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam Al-Qur‟an, 
sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan 
sesuatu yang belum ada hukumnya kepada Nash yang ada setelah memperhatikan 




Al-Istihsan sebenarnaya merupakan pengembangan dari Al-Qiyas. Istihsan 
ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas. Illatnya, untuk mengamalkan 
Qiyas yang samar Illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan 
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Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai 
keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang 
mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak 
ditemukan dan Al-Qur‟an, Sunnah, Ijmak‟ atau Qiyas, dan apabila tidak baik 
dilaksanakan dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama 
dapat dilakukannya. Apabiala tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau kembali 
kepada „Urf manusia.24 
2. Landasan Pemikiran Ulama Syafi’iyah 
Imam Syafi‟i mengatakan bahwa manfaat dari marhun adalah rahin, tidak 
ada sesuatupun dari marhun bagi murtahin. Menurut ulama Syafi‟iyah bahwa 
rahin lah, yang mempunyai hak atas marhun, meskipun marhun itu ada di bawah 
kekuasaan murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhun tidak hilang, kecuali 
ketika mengambil manfaat atas marhun tersebut.
25
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat 
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Alasan yang digunakan ulama As-Syafi‟iyah adalah sebagai berikut:27 
Pertama, Hadist Nabi Saw. yang artinya: 
لاق ﻡلﺴو هيلعللهاﻰلص للهالوﺴر نأ ةريرهﻰبأنع: هل هﻧهر ﻯﺫلا هبﺣاص نم نهرلا ﻖلﻐيﻻ
همرﻏ هيلعو  همﻨﻏ 
 “Abu Hurairah r.a. berkata bahwasannya Rasulullah saw. Gadaian itu 
tidak menutup hak yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya 
kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya 
(kerusakan dan biaya)”.29 (HR. Asy-Syafi‟I dan Daruquthny). 
 
Hadist tersebut, menjelaskan bahwa rahin berhak mengambil manfaat dari 
marhun selama pihak rahin menanggung segalanya. 
Kedua, Hadist Nabi Saw. yang artinya: 
لاق هﻨع للها يضر ةريره یبأ نع :لاق ملسو هيلع للها لص للها لوسر نأ : نهرلا
بوکرمو بولحم 
“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, bersabda Rasulullah saw. yang artinya: 
„Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya”.31 (HR. Al 
Hurairah) 
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Berdasarkan hadist di atas, bahwa pihak yang berhak menunggangi dan 
memerah susu adalah rahin. 
Dari hadist tersebut, maka ulama Syafi‟iyah berpendapat behwa marhun 
itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan 
marhun tetap ada pada rahin. Karenanya, manfaat atau hasil dari marhun itu milik 
rahin. Kemudian Asy-Syafi‟i menjelaskan tasarruf yang dapat mengurangi harga 
marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin. Oleh karena itu, tidak sah 
bagi rahin menyewahkan marhun, kecuali ada izin dari murtahin. Selanjutnya 
apabila murtahin mensyaratkan bahwa manfaat marhun itu baginya yang 
disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/tidak sah. Sedangkan apabila 
mensyaratkan sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.
32
 
Menurut ulama As-Syafi‟iyah dan Malikiyah bahwa pengambilan manfaat 
marhun adalah rahin dan murtahin tidak dapat mengambil manfaat marhun, 
kecuali atas izin dari rahin. Mereka beralasan dari hadist Abu Hurairah. Hadist 
tersebut menegaskan bahwa rahin tetap tidak dapat tertutup dari manfaat marhun, 
kerugian dan keuntungannya adalah dipihak rahin itu sendiri. Hadist tersebut 
diriwayatkan  juga oleh Halim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban pada kitab sahihnya, 
Abu Dawud dan al-Bazzar telah menganggapnya pula sebagai hadist yang shahih. 
Karena hadist itu shahih, maka sah dijadikan dalil. Hadist tersebut diperkuat lagi 
dengan hadist riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa “hewan seseorang 
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tidak dapat diperah tanpa seizin pemiliknya”. Hadist ini diriwayatkan oleh 
Bukhari dan shahih derajatnya.
33
 
Berdasarkan hadist tersebut, maka yang berhak mengambil manfaat 
marhun adalah rahin, karena sebagaimana sudah dijelaskan bahwa marhun hanya 
merupakan kepercayaan bukan penyerahan hak milik. Karenanya, rahin pemilik 
yang sah, maka rahin juga yang berhak mengambil manfaatnya, sedang murtahin 
tidak boleh mengambil manfaat dari marhun, kecuali dengan seizin rahin.
34
 
Berdasarkan dasar hukum tersebut, Zainuddin Ali berpendapat bahwa 
marhun itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan 
marhun tetap melekat pada rahin. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari marhun 
itu tetap berada pada rahin kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan 
kepada murtahin. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan marhun oleh 




Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi‟i sebagai 
acuan pendapatnya termasuk dalam kitabnya Ar-Risalah sebagai berikut: 
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Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati 
alasan yang menunjukan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau 
dituruti. 
b) As-Sunnah 
Beliau mengambil sunnah, tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, 
tatapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal 
telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadist itu orang 
kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi saw. 
c) Ijmak‟ 
Dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya, 
disamping itu beliau berpendapat dan menyakini, bahwa kemungkinan ijmak dan 
persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan 
tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. 
d) Qiyas 
Imam Syafi‟i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas 
tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. 
Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau 
muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup 
sempurna dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan 
tegas berkata: “ Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah”. Beliau tidak terburu-buru 
menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyidik tentang dapat 
atau tidaknya hukum itu dipergunakan. 
49 
 
e) Istidlal (istishhab). 
Maulana Muhammad Ali dalam bukunya islamologi mengatakan bahwa 
istidlal makna aslinya, menarik kesimpulan suatu barang, dari barang lain. Dua 
sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan 
dalam undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. 36 
Oleh karena itu Imam Syafi‟i memakai jalan istidlal dengan mencari 
alasan atas kaedah-kaedah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus 
oleh Al-Qur‟an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah 
pikiran manusia. 
Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara Istihsan. 
Imam Syafi‟i berpendapat  mengenai Istihsan ini sebagai berikut: “ Barang siapa 
yang menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syari‟at tersendiri”. 
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IMPLIKASI EKONOMIS PEMANFAATAN BARANG GADAI 
 
A. Dampak Positif Pemanfaatan Barang Gadai. 
Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif 
pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan 




Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada 
masyarakat yang membutuhkan. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di 
Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan 




Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dalam masyarakat kita ada 
cara gadai dimana barang gadai tersebut dapat diambil manfaatnya atau dapat 
langsung dimanfaatkan oleh penggadai, dan hal ini banyak terjadi terutama di 
desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelolah oleh 
penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh penggadai. Dan hal ini 
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diperdebatkan dikalangan ulama, karena terjadi perbedaan pendapat dikalangan 
ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai. 
Barang jaminan berupa sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak 




Karenanya, mengambil manfaat terhadap barang gadai, sebenarnya juga 
dapat dianggap penting. Khususnya terhadap barang jaminan berupa tanah dan 
sawah. Dimana, apabila tanah atau sawah tersebut digarap atau dikelolah langsung 
oleh pihak penerima gadai, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. 
Sebaliknya apabila tanah atau sawah tersebut tidak digarap atau dikelolah oleh 
pihak penerima gadai, maka tentunya tidak akan mendatangkan manfaat sama 
sekali. 
Selanjutnya bahwa pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan syara‟ 
dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatanya. Sebagai contoh dapat 
diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan 
tanpa menghidupkan, maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya 
menjadi rusak, begitu juga dengan sawah dan ladang, apabila dibiarkan begitu saja 
tentunya akan membuat sawah tersebut sia-sia saja karena tidak mendatangkan 
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52 
 
sesuatu hasil atau pendapatan disebabkan karena tidak dimanfaatkan, begitu pula 
dengan tanah, rumah dan sebagainya.
4
 
Atas dasar hal di atas, maka kita tidak boleh begitu saja menganggap 
bahwa perbuatan mengambil manfaat terhadap barang gadai adalah sesuatu yang 
salah atau haram, karena tanpa kita sadari, hal tersebut ternyata juga mempunyai 
dampak yang positif. 
Menurut Zainuddin Ali, bahwa menelantarkan barang gadai tanpa 
dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syari’at 
Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai material dari barang gadai 
(marhun) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang 
gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
5
 
Jadi, berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang 
gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai,
6
 sehingga 
secara tidak langsung hal tersebut membawa dampak yang positif bagi barang 
yang digadaikan. 
B. Dampak Negatif Pemanfaatan Barang Gadai. 
Sesuatu yang mempunyai dampak positif tentu juga mempunyai dampak 
yang negatif. Begitu pula dengan pemanfaatan barang gadai yang juga memiliki 
dampak yang negatif. 
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Sebagaimana yang dipaparkan di atas, bahwa menelantarkan barang gadai 
tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah hal yang bertentangan dengan 
tujuan Syaria’at Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materil dari 
barang gadai (marhun) yang menjadi objek akad. 
Namun, berdasarkan fakta yang terjadi dimata masyarakat kita, bahwa 
terkadang pihak pemegang gadai terlalu berlebihan dalam memanfaatkan barang 
gadaian. 
Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik 
manfaat barang gadai itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. 
Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik. 
Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadaian 
sebab itu akan menyebabkan barang gadaian hilang atau rusak.
7
 
Disamping itu, pihak pemegang gadai (murtahin) yang menarik manfaat 
terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap barang gadai (marhun), misalnya 
barang gadaian berupa sawah atau ladang, dimana murtahin mengambil seluruh 
hasil dari sawah tersebut tanpa membaginya kepada rahin, tentunya hal tersebut 
akan membuat si rahin merasa telah dirugikan, karena barang yang telah ia 
gadaikan telah dimanfaatkan oleh pihak murtahin sementara ia sama sekali tidak 
memperoleh hasil dari barang gadaian tersebut. Kemudian, contoh barang gadaian 
(marhun) yang mudah rusak apabila pemanfaatannya terlalu berlebihan yaitu 
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seperti motor atau mobil. Apabila barang tersebut rusak juga akan membuat si 
rahin sangat merasa dirugikan. 
Adapun jika hal di atas benar-benar terjadi, akan membawa dampak yang 
negatif  masing-masing pihak yaitu antara rahin dan muratahin. Si rahin merasa 
dirugikan karena barangnya telah rusak, sementara tujuan rahin memasukan 
barangnya ke rumah pegadaian atau penerima gadai (murtahin), selain untuk 
memperoleh pinjaman juga agar barangnya itu aman dan terpelihara dengan baik. 
Sedangkan bagi murtahin akan membawa dampak bagi lembaganya atau dirinya 
sendiri, dimana si rahin sudah tidak percaya lagi untuk menitipkan barangnya ke 
rumah pegadaian atau murtahin. 
Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh 
sepenuhnya diambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat, 




Oleh karena itu, untuk menghindari agar hal-hal di atas, maka sebaiknya 
barang jaminan yang bergerak berupa emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya 
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C. Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Membangun Ekonomi Syari’ah. 
Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang 
merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, 
terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena gadai syari’ah 
bagian dari lembaga non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan 
menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka 




Dalam perkembangannya, gadai syari’ah punya peranan yang besar dalam 
kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah tersebut, 
seperti slogan yang selalu disampaikan pihak gadai syariah, yaitu “Mengatasi 
Masalah Sesuai Syari‟ah”. Dengan prosedur yang sederhana, mudah dan cepat, 




Dengan memahami konsep lembaga gadai syari’ah maka, setiap orang bisa 
melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syari’ah atau sesuai 
dengan apa yang telah ditetapkan hukum Islam. Pada dasarnya konsep hutang 
piutang secara syari’ah dilakukan dalam bentuk Al-Qardhul Hasan, dimana pada 
bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan 
sosial. 
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Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar 
memenuhi anjuran sebagaiman disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 
ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun di atas pokok pinjaman bagi si 
peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. 
Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apapun tidak sesuai 
dengan prisip syari’ah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian 
hutang piutang secara syari’ah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk Al-
Qardhul Hasan sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama dari pada memberikan 
Infaq.  
Hal ini menurut Muhammad Akram Khan karena infaq menimbulkan 
masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk 
berjuang dan berusaha. Infaq katanya diperluhkan dalam kasus-kasus dimana 
pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian Al-Qardhul 
Hasan adalah lembaga bersaudara dengan infaq.
11
 
Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersil. Dalam 
hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersil, maka biasanya 
kelengkapan gadai yang cukup menjadi parsyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. 
Ini membuktikan bahwa sebernarnya pihak peminjam bukanlah orang yang 
miskin tetapi orang yang mempunyai sejumlah harta yang dapat digadaikan. 
Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang 
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 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan 
institusionalisasi (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 105. 
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piutang dengan gadai dalam bentuk Al-Qardhul Hasan atau melakukan perjanjian 
hutang piutang dengan gadai dalam bentuk Mudharabah dan lain-lain. 
1. Al-Qardhul Hasan. 
Akad ini diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan 
konsumtif. Barang jaminannya hanya dapat berupa barang yang tidak 
menghasilkan (tidak dimanfaatkan). Dengan demikian rahin akan memberikan 
biaya upah atau fee kepada murtahin (sebagai bagian dari pendapatan Pegadaian 
syari’ah), karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun. Di samping itu, 
Pegadaian syariah juga dibolehkan mengenakan biaya administrasi kepada orang 
yang menggadaikannya. 
Menurut Muhammad Akram Khan, bahwa pengeluaran akad Al-Qardhul 
Hasan itu dalam rangka memenuhi kewajiban moral dan tidak ada balasan untuk 
itu. Menolong orang miskin dan membutuhkan (mustahiq) menjadi sebuah nilai 




Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi 
gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai 
(rahin) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk 
menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak 
pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang 
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diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang 
dipinjamnya dilunasi. 
Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat dimanfaatkan oleh 
penerima gadai, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan 
harta benda gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan jenis harta 
benda gadaian. Namun, jika pemilik harta benda gadai tidak berniat 
memanfaatkan harta benda dimaksud, penerima gadai dapat mengelola dan 
mengambil manfaat dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada pihak 
pemberi gadai berdasarkan kesepakatan.
13
 
3. Ba‟i Muqayyadah 
Akad Ba‟i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah 
harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda 
dimaksud, mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan 
untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pijaman, nasabah harus menyerahkan 
harta benda sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh 
penerima gadai, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat 
memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin 
atau pihak penerima gadai dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh 
nasabah dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan 
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Akad Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat 
harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama 
dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk 




5. Musyarakah Amwal Al-„Inan 
Akad Musyarakah Amwal Al-„Inan adalah suatu transaksi dalam bentuk 
perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah 
untuk berbagi hasil (profit loss sharing), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, 
dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud mendorong 
terjadinnya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum 
tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang 
mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal. Karena itu, 
pegadaian syariah dalam hal ini memperoleh laba dari usahanya dalam 
menghimpun dana (funding product), yaitu melalui penerapan akad musyarakah 
(partnership, project financing participation), yang diakadkan adalah dana dan 
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kerja yang dapat dikelola sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung 
hingga batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh para pihak.
16
 
Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam 
adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi 
ekonomi termasuk gadai. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua belah 
pihak yang bertransaksi agar terhindar dari perbuatan riba. Karena akadlah yang 
menentukan transaksi itu menjadi sah atau tidak. Adapun prinsip-prinsip akad 
dalam hukum Islam adalah sebagai berikut: 
a.  Suka sama suka. 
b. Tidak boleh menzalimi. 
c.   Keterbukaan (transparasi). 
d. Penulisan. 
Namun itu semua belum bisa berjalan sesuai syariat Islam kalau bangunan 
ekonomi Islam sendiri tidak di terapkan didalamnya. Karena nilai bangunan 
ekonomi Islam merupakan nilai universal dalam hukum Islam. Adapun nilai 
universal bangunan ekonomi Islam yaitu: 
a. Tauhid (keimanan). 
b. „Adl (keadilan). 
c.  Nubuwwah (kenabian). 
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d. Khilafah (kepemimpinan). 







Gadai (rahn) itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan 
barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan 
marhun bih, sehingga rahin boleh mengambil marhun bih. 
Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih 
dalam bentuk rahn itu dibolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa 
murtahin, dalam hal ini Pegadaian syariah, mempunyai hak menahan marhun 
sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik 
rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan 
seizin rahin, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun 
adalah kewajiban rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhun 
bih. Apabila marhun bih telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan rahin 
untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka 
marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syari’ah dan hasilnya digunakan untuk 
melunasi marhun bih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum 
dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik rahin 
dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 
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Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini 
penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam ada pada pemberi gadai (ar-
rahn), hal ini berorientasi pada akad, yaitu bertujuan untuk meminta 
kepercayaan dan jaminan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil, 
kemudian batas pemanfaatan barang jaminan gadai (ar-rahn) tersebut dalam 
hukum Islam adalah absolut, kecuali hal tertentu seperti menjual atas 
transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. 
2. Pandangan para ulama tentang barang gadai yang dimanfaatkan yaitu pada 
umumnya ulama membolehkan untuk dimanfaatkan barang gadai sesuai 
dengan ketentuan yang ada. 
3. Gadai syari’ah masih berada jauh dari jangkauan masyarakat untuk dapat 
mengerti dan memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-sehari. 
Bahkan lebih jauh dari sistem ekonomi konvensional yang sangat 
berkembang pesat. Tetapi setidaknya ada usaha-usaha untuk menjalankan 








1. Karena gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan 
dalam Islam, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa dalam 
melakukan peraktik gadai, haruslah tetap berada pada rambu-rambu syariat 
Islam. 
2. Pihak pemegang gadai (murtahin) tidak boleh seenaknya mengambil atau 
menarik manfaat terhadap barang gadai, melainkan harus ada izin terlebih 
dahulu dari pemilik barang (rahin) karena bagaimanapun juga, dia masih 
mempunyai hak pada barang tersebut. Kemudian, murtahin tidak boleh 
terlalu berlebihan memanfaatkan barang gadai, karena mengandung resiko 
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